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KEBIJAKAN PEMANFAATAN HUTAN

Undang-undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Undang-undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti UU 
No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU;

PP No 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko;

PP No 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Permen LHK No 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
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PEMANFAATAN HUTAN DALAM UU NO 6 TAHUN 2023

“Baik pada Kawasan Hutan Lindung 
maupun Hutan Produksi dapat 
dilakukan pemanfaatan hutan 
melalui PB yang diberikan oleh 
Pemerintah Pusat, baik kepada 

perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, 
BUMSI”



MULTIUSAHA KEHUTANAN PADA PP. 23 TAHUN 2021 
TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

Pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung,
dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan
meliputi kegiatan:
a. Pemanfaatan Kawasan;
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

dan/atau
c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

(1) Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam
bentuk HTR dilakukan dengan menerapkan
Sistem Silvikultur melalui kegiatan
Multiusaha Kehutanan berupa:
a. Pemanfaatan Kawasan;
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan
f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

(2) Kegiatan Multiusaha Kehutanan dalam
pengelolaan HTR dituangkan dalam rencana
kerja usaha Pemanfaatan Hutan dan rencana
kerja tahunan.

Pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi,
dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan
meliputi kegiatan:
a. Pemanfaatan Kawasan;
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan;
e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu;

dan/atau
f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 132

Pasal 149

Pasal 162

Pasal 132

Pasal 149

Pasal 231

PP 23

Pasal 162

(4) Pengolahan Hasil Hutan dapat
dibangun dan terintegrasi di dalam
areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan Produksi, pengelolaan oleh
badan usaha milik negara bidang
Kehutanan dan persetujuan
pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 231

Hutan Lindung

Hutan Produksi

“Bentuk kegiatan pemanfaatan hutan baik 
pada hutan lindung atau hutan produksi 

dilakukan melalui Multi Usaha Kehutanan 
(multi kegiatan), untuk hutan lindung 
kegiatannya tidak bersifat ekstraktif 

(bukan pemanfaatan kayu)”



LATAR BELAKANG MULTIUSAHA KEHUTANAN

Economically Feasible, Socially 
Acceptable, dan Ecologically 

Sustainable

EKONOMI

SOSIAL BUDAYA

EKOLOGI

Seluruh kegiatan EKONOMI dapat
dilaksanakan di dalam kawasan hutan, 
selama diterima sosial budaya (socially 

accepted) dan lestari ekologinya (ecologically 
sustainable)

Manfaat :
1. Meningkatkan nilai ekonomi riil lahan hutan.
2. Meningkatkan persentase areal efektif PBPH.
3. Menjadi instrumen resolusi konflik.
4. Menciptakan lapangan kerja baru.
5. Meningkatkan PNBP yang berasal dari pemanfaatan HHBK dan pemanfaatan

Jasling,serta pemanfaatan kawasan.
6. Optimalisasi ruang pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung

ketahanan pangan dan energi, serta penyediaan bahan baku industri obat-
obatan, kosmetika, kimia, dan pakan.

7. Penyelesaian Kegiatan Non Kehutanan yang terbangun di dalam Kawasan
Hutan.

HUTAN LINDUNG HUTAN PRODUKSI

PEMANFAATAN

HUTAN



KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN

HP : HUTAN PRODUKSI
HL :  HUTAN LINDUNG

HHBK : HASIL HUTAN BUKAN KAYU

• Pemanfaatan Kawasan 
(HL/HP) (tanaman obat, 
hasil agroforestry, 
silvopastural, dll)

• Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan (HL/HP) 
(Wisata alam, pemulihan 
lingkungan, karbon);

• Pemanfaatan HHK (HP) 
(Kayu Alam dan Kayu 
Tanaman)

• Pemanfaatan HHBK(HP)
(Rotan, Getah, Bambu, 
Gahru, Minyak Kayu 
Putih Buah Buahan, Biji-
Bijian)

• Pemungutan HHK dan 
Pemungutan HHBK 
(HL/HP) (melalui 
Persetujuan Perhutanan 
Sosial)



TATA CARA PEMBERIAN 
PERIZINAN BERUSAHA 
PEMANFAATAN HUTAN



MEKANISME DAN 
TATA CARA PB 
PEMANFAATAN 

HUTAN
S.D PERSETUJUAN 

KOMITMEN

1. PETA ARAHAN 
PEMANFAATAN 
HUTAN (PAPH)

2. REKOMENDASI 
GUBERNUR

3. PERMOHONAN 
PBPH

4. 
PERSETUJUAN 

DENGAN 
KOMITMEN

5. 
PEMENUHAN 
KOMITMEN

6. PENYIAPAN 
PETA AREAL 

KERJA

7. 
PENERBITAN 

PBPH

A

B

C

DE

F

G



PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN (PAPH)

Kawasan hutan yang diarahkan pemanfaatannya meliputi :

- Kawasan Hutan Lindung (HL), 

- Kawasan Hutan Produksi (HP/HPT) dan 

- Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) *

YANG TIDAK DIBEBANI 
IZIN PEMANFAATAN 

MAUPUN HAK 
PENGELOLAAN

PAPH

* HPK yang telah mendapat rekomendasi Gubernur

1. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan adalah peta indikatif Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan

oleh Menteri untuk menjadi dasar pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan pada Hutan

Lindung dan Hutan Produksi serta menjadi acuan bagi Gubernur dalam pemberian

rekomendasi PBPH (Pasal. 24 Permen LHK No 8 tahun 2021).

2. Memberikan kemudahan bagi investor untuk memperoleh informasi lokasi yang dapat

diberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

3. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan untuk PBPH Tahun 2025 (lampiran Keputusan Menteri

LHK Nomor SK.5281 Tahun 2025 tanggal 14 Agustus 2025)

A







merupakan salah satu persyaratan 
dalam permohonan PBPH pada Hutan Lindung dan/atau Hutan 

Produksi (Permen LHK No 8 Tahun 2021 Pasal 56)

Ayat (1) Huruf d

Pertimbangan teknis Gubernur
berisi informasi mengenai tata
ruang wilayah provinsi atas
areal yang dimohon yang
berada di dalam Peta Arahan
Pemanfaatan Hutan, dengan
melampirkan:
1. Peta
2. informasi potensi

Pemanfaatan Kawasan, jasa
lingkungan dan HHBK, serta
keberadaan masyarakat.

Ayat (2) & (3) Ayat (5) & (6)

(5) Dalam hal areal telah diterbitkan
pertimbangan teknis oleh gubernur
untuk satu pemohon maka tidak dapat
diterbitkan pertimbangan teknis untuk
pemohon lain.

(6) Gubernur dapat menerbitkan
pertimbangan teknis untuk pemohon
lain berdasarkan pemberitahuan
bahwa permohonannya tidak dapat
dilanjutkan sesuai dengan hasil
verifikasi pemenuhan persyaratan
permohonan dan/atau pemenuhan
komitmen.

(2) Dalam hal pertimbangan teknis
dari gubernur tidak diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak diterima
permohonan, Lembaga OSS
memproses permohonan PBPH.

(3) Dalam hal gubernur tidak
menerbitkan pertimbangan teknis,
pemohon melampirkan bukti tanda
terima permohonan pertimbangan
teknis sebagai pemenuhan
kelengkapan persyaratan.

PERTEK/REKOM GUBERNUR B



CONTOH REKOMENDASI 
GUBERNUR 



NO KOMPONEN URAIAN

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN

1. Persyaratan a. Permohonan melalui Sistem OSS-RBA

b. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan KBLI yang sesuai dengan permohonan

c. Memiliki Akta Pendirian Badan Usaha dan SK Pengesahan Kementerian Hukum

d. NPWP

e. Kelengkapan persyaratan dalam rangka mendapatkan Persetujuan Komitmen:

1) Surat Permohonan kepada Menteri Kehutanan melalui Lembaga OSS-RBA

2) Memiliki rekomendasi/pertimbangan teknis Gubernur/Tanda Terima Permohonan

Pertek/Rekomendasi Gubernur

3) Surat Pernyataan Komitmen

4) Pernyataan kesediaan membuka atau telah memiliki kantor cabang di daerah provinsi

dan/atau di daerah kabupaten/kota (dituangkan dalam akta notaris)

5) Pernyataan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH (dituangkan dalam

akta notaris)

6) Pakta Integritas di atas materai

7) Pernyataan komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (dituangkan dalam akta notaris)

8) Menyampaikan Proposal Teknis

9) Menyampaikan Peta permohonan dan peta dalam bentuk SHP file.

f. Persyaratan PBPH Definitif

1) Menyampaikan penyusunan Berita Acara Koordinat Geografis (BAKG)

2) Menyampaikan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKLUPL)

3) Menyampaikan pelunasan Iuran Izin PBPH

PERMOHONAN PBPHC



KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PBPH

• Membuat Surat Permohonan kepada Menteri Kehutanan melalui Lembaga OSS

• Membuat Surat Pernyataan Komitmen

Pasal 55

Ayat (1) Pernyataan komitmen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

a. pembuatan berita acara hasil pembuatan

koordinat geografis batas areal yang dimohon;

b. penyusunan dokumen lingkungan; dan

c. pelunasan IPBPH.

Ayat (2) Pernyataan komitmen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan

Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan PBPH.

Pernyataan ditandatangani Pimpinan

Perusahaan di atas materai



• Pernyataan kesediaan membuka atau telah

memiliki kantor cabang di daerah provinsi

dan/atau di daerah kabupaten/kota

(dituangkan dalam akta notaris)

• Pernyataan perusahaan tidak masuk dalam

kategori pembatasan PBPH (dituangkan

dalam akta notaris)

• Pernyataan komitmen Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (dituangkan dalam akta

notaris).

Pernyataan sebagaimana dimaksud di atas

merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk

memenuhi kesediaan membuka kantor

cabang, perusahaan tidak masuk dalam

kategori pembatasan PBPH dan pernyataan-
pernyataan komitmen dalam pengelolaan
hutan lestari, dapat digabungkan menjadi satu
akta.



• Membuat Pakta Integritas

Pasal 56

Pakta Integritas paling sedikit berisi:

a. pernyataan bahwa dokumen yangdisampaikan 

asli dan menjadi tanggung jawab pemohon; 

dan

b. pernyataan bahwa biaya yang dikeluarkan 

dalam proses perizinan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan.

Pernyataan ditandatangani Pimpinan

Perusahaan di atas materai



• Menyusun Proposal Teknis



proposal teknis, paling sedikit memuat:

1. kondisi umum areal biofisik, antara lain 

potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa 

lingkungan, Hasil Hutan Kayu dan 

HHBK, serta sosial ekonomi dan 

budaya masyarakat setempat pada 

areal yang dimohon;

2. kondisi umum perusahaan dan 

perusahaan tidak masuk dalam 

kategori pembatasan PBPH sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan;Dan 

3. maksud dan tujuan, rencana 

pemanfaatan, organisasi/tata laksana, 

rencana investasi, pembiayaan/cash 

flow, perlindungan, dan pengamanan 

Hutan.

• Permohonan dilampiri dengan peta permohonan dan SHP File



ALUR PERMOHONAN PERKOM (PP28/2025)



ALUR PERMOHONAN PBPH

PERSETUJUAN PRINSIP/KOMITMEN 
PBPH (SURAT DAN PETA)

BKPM DENGAN TTD BERUPA (QR CODE)

Melakukan Pendaftaran
untuk mendapatkan Hak

Akses (Username dan 
Password) melalui Sistem OSS 

: https://oss.go.id/

VERIFIKATORVERIFIKASI

PERMOHONAN 
MELALUI OSS

1. Melakukan permohonan melalui Akun
OSS Pelaku Usaha dengan Daftar 
Kegiatan KBLI (02121, 02111, 02209)

2. Lokasi Kegiatan di “HUTAN”.
3. Upload Persyaratan Administrasi

sesuai PermenLHK No 8/2021

Permohonan PBPH Dilakukan Verifikasi Administrasi
dan Teknis berdasarkan Permen LHK No 8 Tahun 2021 

(Berkas Manual Permohonan Diterima)

PERSETUJUAN 
MENTERI 

(PERSETUJUAN 
KOMITMEN)

OPERATOR OSS UPLOAD
Notifikasi

1. Berita Acara Koordinat Geografis

Kembali Ke Pelaku Usaha/
Pemenuhan Persetujuan Komitmen

2

3

4 5

Disetujui

Keterangan :

Proses di Kementerian KehutananProses di Pelaku Usaha Proses di BKPM

PEMBERIAN PBPH BKPM DENGAN TTD BERUPA 
(QR CODE)

VERIFIKATOR
PENGECEKAN DAN 

PENELAAHAN

PEMENUHAN 
KOMITMEN

Pelaku Usaha menyelesaikan  
pemenuhan Komitmen

1. Berita Acara Koordinat Geografis
2. Penyusunan Dok Lingkungan Hidup
3. Pelunasan Iuran (Bukti Setor)

Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen, 
dilakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen

penyelesaian komitmen berdasarkan Permen LHK No 8 
Tahun 2021

Notifikasi
Pembatalan

PEMBERIAN PBPH

Notifikasi

Kembali Ke Pelaku Usaha

6

7

9

*32 hari kerja

*23 hari kerja

7a

7b

Ditolak

Notifikasi
Hasil 

Verifikasi

Hasil 
Verifikasi

Disetujui

Ditolak

Persetujuan Menteri Kehutanan

2. Penyusunan Dok Lingkungan Hidup

Proses di Kementerian LH

PELAKU USAHA
1

3. Pelunasan Iuran PBPH

2 Kali Perbaikan 

D

https://oss.go.id/


Dok Persetujuan 
Komitmen PBPH 

dan Lampiran 
Peta



Dok Penolakan 
Permohonan PBPH



1. PETA ARAHAN 
PEMANFAATAN 
HUTAN (PAPH)

2. REKOMENDASI 
GUBERNUR

3. PERMOHONAN 
PBPH

4. 
PERSETUJUAN 

DENGAN 
KOMITMEN

5. 
PEMENUHAN 
KOMITMEN

6. PENYIAPAN 
PETA AREAL 

KERJA

7. 
PENERBITAN 

PBPH

A

B

C

DE

F

G

MEKANISME DAN 
TATA CARA 

PERSETUJUAN 
PENERBITAN PBPH



PEMENUHAN PERSETUJUAN KOMITMEN

1. PETA ARAHAN 
PEMANFAATAN 
HUTAN (PAPH)

2. REKOMENDASI 
GUBERNUR

3. PERMOHONAN 
PBPH

4. 
PERSETUJUAN 

DENGAN 
KOMITMEN

5. 
PEMENUHAN 
KOMITMEN

6. PENYIAPAN 
PETA AREAL 

KERJA

7. 
PENERBITAN 

PBPH

Dasar hukum :

Pasal 61, 62 dan 63 Permen LHK 
Nomor 8 Tahun 2021, Pemegang
persetujuan komitmen PBPH wajib
menyelesaikan :

1. Penyusunaan Berita Acara hasil
pembuatan koordinat geografis
batas areal dan disupervisi
Kepala BPHL (20 HK)

2. Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup (PDLUK, 
KEMENLH) sesuai Peraturan 
Perundangan LH

3. Pelunasan IPBPH (30 HK)

A

BC

D



Penapisan Dokumen Lingkungan Kegiatan PBPH

PermenLHK 04/2021

Jenis Dokumen
Lingkungan
Kegiatan PBPH 
adalah Amdal
atau UKL-UPL



Penapisan Dokumen Lingkungan Kegiatan PBPH



Pemrakarsa mengisi

ringkasan informasi awal

Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan yang diusulkan

(Kegiatan Utama & Pendukung)

Uji informasi Awal

dengan daftar jenis

rencana usaha

dan/atau kegiatan

(Lampiran I dan II

PermenLHK 04/2021)

Wajib Memiliki Amdal

Periksa apakah lokasinya berada

di dalam dan/atau berbatasan 

langsung dengan kawasan 

lindung

(Lampiran I, PP 22/2021)

Masuk

???

Tidak

Ya

Uji ringkasan awal dengan kriteria

pengecualian

(Pasal 10, PP 22/2021)

? Wajib UKL-UPL atau SPPL
Tidak Ya

Tidak

Konsep Penapisan Usaha/Kegiatan 

Wajib Dokumen Lingkungan (Screening) 

Deskripsi jenis rencana usaha dan/atau 

kegiatan utama & pendukung harus  

diuraikan secara jelas . Periksa dan 

bandingkan seluruh jenis usaha dan/atau 

kegiatan dengan PermenLHK 04/2021

• Kawasan lindung  wajib ditetapkan;

• Tidak semua jenis kawasan lindung 

dalam PP 26/2008, PP 13/2017 dan 

Keppres 32/1990 dimasukan dalam 

daftar kawasan lindung sebagaimana

dalam PP 22/2021

• Terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan 

yang dikecualikan



PENYIAPAN PETA AREAL KERJA PBPH

1. PETA ARAHAN 
PEMANFAATAN 
HUTAN (PAPH)

2. REKOMENDASI 
GUBERNUR

3. PERMOHONAN 
PBPH

4. 
PERSETUJUAN 

DENGAN 
KOMITMEN

5. 
PEMENUHAN 
KOMITMEN

6. PENYIAPAN 
PETA AREAL 

KERJA

7. 
PENERBITAN 

PBPH

Berdasarkan hasil verifikasi penyelesaian
pemenuhan komitmen (Pasal 64, 65 dan 
66 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021), 
ditindaklanjuti dengan penyiapan peta
areal kerja PBPH.

Proses penyiapan peta areal kerja
memperhatikan :

1. Hasil penyusunaan Berita Acara hasil
pembuatan koordinat geografis batas 
areal (informasi lapangan, 
pemutakhiran batas),

2. Hasil penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup→ kawasan lindung

3. Pemutakhiran data lintas Eselon I dan 
para pihak (Planologi, PS, Dishut)

A

BC

D



PENYIAPAN PETA AREAL KERJA PBPH

1. PETA ARAHAN 
PEMANFAATAN 
HUTAN (PAPH)

2. REKOMENDASI 
GUBERNUR

3. PERMOHONAN 
PBPH

4. 
PERSETUJUAN 

DENGAN 
KOMITMEN

5. 
PEMENUHAN 
KOMITMEN

6. PENYIAPAN 
PETA AREAL 

KERJA

7. 
PENERBITAN 

PBPH

Berdasarkan hasil penyiapan peta areal 
kerja/working area (Pasal 67 Permen
LHK Nomor 8 Tahun 2021), 
ditindaklanjuti dengan penerbitan SPP 
Iuran PBPH.

A

BC

D

Penerbitan Sertifikat Standard  
(HL) dan Izin Definitif PBPH (HP)

Pembayaran iuran PBPH

PBPH dapat melaksanakan kegiatan di 
lapangan melalui penyusunan RKU dan RKT 

serta penataan batas areal kerja



Dok Persetujuan PBPH dan 
Lampiran Peta



Dok 
Pembatalan 
Persetujuan 
Komitmen 

PBPH





THANK YOU


